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Pendahuluan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan iuran yang dibebankan kepada wajib pajak pribadi maupun badan pada setiap

transaksi jual beli barang atau jasa. Pengusaha kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP / JKP akan diberikan bukti

pungutan pajak yang disebut dengan Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah dokumen atau bukti pungutan pajak yang dibuat PKP atas

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) PPN maupun PPnBM. Terdapat istilah Pajak Masukan

dan Pajak Keluaran dalam faktur pajak. Pajak masukan adalah pajak yang dibayar oleh PKP atas pembelian BKP, kuitansi JKP,

impor BKP, penerima BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang menggunakan JKP dari luar daerah pabean,

dan Pajak Keluaran adalah pajak yang dikenakan oleh PKP yang menjual atau menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada pembeli

atau pelanggan. Dalam pengecekan satu masa pajak, apabila jumlah pajak keluaran lebih tinggi dari jumlah pajak masukan, maka

selisihnya merupakan kekurangan pajak (tax shortfall) dan akan dibayarkan ke Bendahara sebelum dilakukan pelaporan pajak

pada akhir bulan setelah akhir masa pajak. Sedangkan, apabila jumlah pajak masukan lebih besar dari jumlah pajak keluaran,

maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikembalikan, yang biasa disebut dengan restitusi pajak atau dapat

dikompensasikan ke masa pajak berikutnya
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana Perencanaan Restitusi Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP)? 

2. Apa Saja Yang Perlu Disiapkan Untuk Melakukan Restitusi Pajak? 

3. Apa Saja Kendala yang Dialami PKP saat Proses Restitusi Pajak? 
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Metode
• Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dan hasil dari wawancara terstuktur antara peniliti dan objek penelitian.

• Lokasi & Tempat Penelitian

CV X yang beralamat di jl. Raya Pilang, Wonoayu, Sidoarjo

• Fokus Penelitian

Perencanaan yang dilakukan oleh CV X dalam melakukan restitusi pajak terhadap pajak pertambahan nilai.

• Sumber Data

Sumber data yang di peroleh dari hasil wawancara informan yang merupakan staff bagian pajak dari CV X.

• Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni, metode wawancara & metode triangulasi data.

• Informan Penelitian

Informan peneliti adalah General Manager dan Staff CV X.

• Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan adalah Analisis Data Model Miles dan Huberman dan Metode Triangulasi

• Keabsahan Data

Menggunakan triangulasi sumber data
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Hasil
CV X merupakan Pengusaha kena pajak bergerak dibidang manufactur, yang

melakukan kewajiban perpajakannya setiap bulan sesusai dengan aktivitas transaksi yang
dilakukan. CV X mengajukan restitusi PPN karena terdapat lebih bayar PPN pada masa
Mei 2022. Perencanaan yang dilakukan CV X setiap bulannya dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan, tentu mengalami beberapa kendala, yakni terdapat faktur pajak yang
tidak dapat dikreditkan karena cacat dan tidak lengkap, terdapat faktur pajak yang
kadaluwarsa yang menyebabkan pengurangan dari nominal restitusi yang diajukan.
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Pembahasan
Dalam setiap bulan, CV X yang merupakan Pengusaha kena pajak yang bergerak

dibidang manufactur melakukan kegiatan kewajiban perpajakannya dengan mereview dan
merekonsiliasi pajak masukan dan keluaran, meninjau dan mengarsip dokumen secara tepat, &
melaporkan SPT secara tepat waktu. Salah satu kewajiban perpajakannya yakni, pelaporan
SPT masa PPN dalam setiap bulannya sebelum tanggal 10. CV X melakukan kewajiban
perpajakan dengan cara melaporkan PPN Masukan, PPN Keluaran, Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan Nota Retur. dalam perhitungannnya
terdapat selisih yang mengakibatkan CV X mengalami lebih bayar. CV X mengajukan
permohonan pengembalian atas ppn lebih bayar tersebut. Atas permohonan restitusi yang
diajukan, CV X tidak memiliki kendala yang signifikan, hanya terdapat beberapa fajtur pajak
yang tidak dapat dikreditkan seperti faktur pajak cacat yang tidak lengkap, faktur pajak
kadaluwarsa karena telat lapor yang menyebabkan selisih dalam pengajuan proses restitusi.
Namun, hal tersebut dapat diatasi sehingga proses restitusi yang diajukan oleh perusahaan
dapat berjalan sesuai dengan target yang di inginkan.
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Temuan Penting Penelitian

Temuan penting dalam penelitian ini terdapat pada hasil
restitusinya dimana nilai yang diajukan dengan yang terealisasi tidak
sesuai dikarenakan ada hutang pajak yang belum dibayar oleh wajib
pajak.
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Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang 
harus direncanakan saat restitusi pajak pertambahan nilai
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